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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ANGGUNGJAWAB i
PERTANG AN PENERIMAAN DAN PENG
‘ ENGEL
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARllJ:llfas
TAHUN ANGGARAN 2021

PADA DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DI
JAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK
telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Dewan
pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta. Pemeriksaan ini
bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) kepada Partai Politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen

DPP Partai Gerindra bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol TA 2021 agar sesuai
dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol TA 2021
berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode
etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan

yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang
dipilih Pemeriksa dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk
risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian
risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang
prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti
pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan

kesimpulan.
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Kesimpulan

Jasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol TA 2021
Ber

pada DPP Partai Gerindra telah
uai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang be
ses

rlaku.

Jakarta, 20 April 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1, S.E., M.Ak,, Ak., CA, CPA., CSFA.ﬁ
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BAGIAN I
UMUM

pasar Hukum Pemeriksann

), JUENomE? 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

5. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan

3, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik.

Standar Pemeriksaan

peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN).

. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan
Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP Partai Gerindra TA 2021, yang
bersumber dari dana bantuan APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang bersumber dari
juran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum Parpol penerima bantuan keuangan (Tepat
Rekening);

2. Kesesuaian jumlah bantuan keuangan Parpol yang dilaporkan di dalam LPJ dengan

jumlah bantuan keuangan Parpol yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol)
(Tepat Jumlah);

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan
pertanggungjawaban (Tepat Pertanggungjawaban); dan

4. Kepatuhan penggunaan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan prioritas menurut
ketentuan yang berlaku (Tepat Prioritas).

Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018
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fentang Perubahan Kedua atas PP Nomor
Kepada Partai Politik;

3, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagti) Nomor
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD s
penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban "’cn -
politik sebagaimana telah diubah dengan l’crmcn(ln‘.f;] 'Il\}mn “”,'mm“ e
perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2()1; ter t””mr' .
penganggaran dalam APBD, dan Tertily /\dmlnhlrm; f;l,\g I
Laporan Pertanggungjawaban P 1

S Tahun ;
hun 2009 tentang Bantuan Keuangan

T Tahun 2018 tentang Tata
an Tertib Administrasi l’crmﬁjuan
' angan Partai
l'ahun 2020 tentang
Cara Penghitungan,

o ’ ¢ a Ul’ﬂn, ('1“
y Ud

4. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya

Metodologi Pemeriksaan

pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 202 .

dalam bentuk  pemeriksaan pkcpatuhan.l 3:31122kzzmed:i()zztmnmdinfa: Hyuan tenem.u
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainn ::eu. ?nd konfirmasi,
yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikanylzesi::ml engan.SPKr'\I
pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriigazr:] wirhas

Jangka Waktu Pemeriksaan

pemeriksaan dilaksanakan selama 32 hari kerja mulai tanggal ; .
: 16 Feb
4 April 2022 di Jakarta. geal 16 Februari sampai dengan

Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol

Sumber keuangan Parpol berasal dari juran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum
serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahur;
anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah
pantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik
dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk
pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus DPP Partai Gerindra dan perhitungan Banparpol dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Parpol

Pengesahan pengurus DPP Partai Gerindra ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-23.AH.11.01
Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina,
Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia

Raya (Gerindra).

2. Perolehan Suara Parpol

DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK

sat Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019
milihan Umum

Hasil penghitungan suara sah pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pu
tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Per

BN
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316/!’1,.01.9-Kpt/0()/KI’U/VIII/20|‘) tentang Penetapan Ambang Batas
guara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan
Suara Qah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan
perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor
| 31-m»lﬂm.9-Kpt/06/Kl‘U/Vlll/2()l‘) tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan
perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP
partai Gerindra tahun 2019 adalah 17.594.839 suara dengan jumlah kursi sebanyak 78

Nomor |
pcmlchm\

Kursi.

perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2021 ditetapkan dengan SK Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Nomor 213-1070 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang
pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun
Anggaran 2021. Nilai Banparpol untuk DPP Partai Gerindra berdasarkan lampiran
Seraturanfersebut adalah scbesar Rp17.594.839.000,00 (17.594.839 suara X

Rp1.000,00).

4. Pejabat Parpol
Pejabat DPP Partai Gerindra ditetapkan berdasarkan SK Menkumham
Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pengesahan
Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meliputi antara lain:

L5

Ketua Umum : Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Sekretaris Jenderal : H. Ahmad Muzani
Bendahara Umum : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
BPK LHP Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021 5
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BAGIAN 11

HASIL, l‘l",Ml'lRlKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami ter

hadap perta
JOne! ‘ ANggungjawab .
pengeluaran Banparpol TA 2021 pada ppp p SUhglawaban penerima;
sebagai berikut: Partal Gering aan dan

14, dapat dijelaskan hal-hal
1. DPP Partai Gerindra telah menerima

ol Banparpol dari g ,

rckcmng 020601003052303 di Bank Rakyat Indonesig (BR[c mendagri melalui nomor
Indonesia Raya. Nomor rekening tersebut telah ) atas nama Partai Gerakan
umum DPP Partai Gerindra yang disampaikan l‘(ep

sesuai dengan nom
ada Kemendagr;
2. Jumlah  Banparpol yang diterima DPP  Part; gri.
Rp17.594.839.000,00. Nl tersebu s .

adalah  sebesar
3 ama d )
Kemendagri ke rekening DPP Partaj Gerindraitixi :antuan yang ditransfer oleh
Dana (SP2D) Nomor

ukti Surat Perintah ;
_ 21133130100855 “erintah Pencairan
Rp17.594.839.000,00. 7 ftanggal 3 Mg 2021 sebesar

or rekening kas

Gerindra

3. DPP Partai Gerindra telah mempertan ‘
A ggungjawabk:
bukti yang lengkap dan sah Sebe?ar abkan pengeluaran Banparpol dengan
dipertanggungjawabkan

Rpl7.602.892.023,00. Nilai
tersebut  lebih  besar sebesar Tefir.
(Rp17.602.892.023,00

Rp8.053.023,00
-Rp17.594.839. )
T P 39.000,00) yang merupakan pengeluaran dana non

4, DPP Partai Gerindra telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan
pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Banparpol yan
digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar Rp10.579.313.503 00yata1g1
60,13% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk kegiatan operasional sekretariat’ sebesar
Rp7.015.525.497,00 atau 39,87% dari jumlah bantuan, Rincian penggunaan Banparpol
DPP Partai Gerindra disajikan dalam Lampiran,

Hal tersebut sesuai dengan:

1. PP Nomor 5 Tahun 2009

| : tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

2. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:

a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik

diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan
masyarakat;

BPK LHP Perlanggung}'mvaban Banlua; Keuangan Partai Politik TA 2021 6
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b. fl’;s::y:"at (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang
persumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan

2) Ayat (2) yang menyat'akan bahwa partai politik membuat pembukuan dan
memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

al tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP Partai Gerindra dalam

empenanggungiawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari
IZPBN TA 2021 telah memadai.

DPP Partai Gerindra menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan
mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku-

BPK LHP Pertanggungjawaban Bartuan Keuangan Partai Politik TA 2021 7
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Lampiran

ertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik

Laporan r
DPP Partal Gerakan Indonesia Raya

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

i 1. Seminar

2. Lokakarya

3. Dialo Interaktif

4. Sarasehan

5. Workshop

q Jenis Pengeluaran Realisasi Persentase
oy Kegintan Pendidikan Politik 10.579.313.503,00]  60,13%
10.579.313.503,00
0,00
0,00
0,00
— 0,00
R |Kegiatan Opcrasion:\l Sekretariat 01552549700 TTTT
—|1. Administrasi Umum
| aKepeiis o 507.735.738,00
66.579.830,00

b. Rapat Internal Sekretariat

— 1 ¢. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan 259.893.122,00
— | tugas dan fungsi partai politik
d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan 8.625.479,00
— |  operasional sekretariat
e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, 775.332.500,00
antara lain furniture, komputer, mesin fotocopy
f. Sewa Kantor 0,00 J
g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik 0,00 J
yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan J
h. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan 4.077.628.600,00

kesehatan sekretariat partai politik

2. Langganan Daya dan Jasa
a. Telepon, Internet & Listrik 442.467.894,00
b. Air Minum sekretariat 42.759.000,00
c. Jasa Pos dan Giro 204.400,00
d. Surat Menyurat 0,00
e. Media Cetak dan Elektronik 75.788.350,00

3. Pemeliharaan Data dan Arsip

a. Penyimpanan Data Elektronik

149.145.000,00

b. Penyimpanan Data Manual

0,00

4, Pemeliharaan Peralatan Kantor

a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sekretariat

181.205.564,00
428.160.020,00

b. Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor Sekretariat

Jumlah A dan B

17.594.839.000,00{ 100,00%

o
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